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     BAB III 

   PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari hasil penulisan dan analisis sebagaimana telah diuraikan diatas maka 

penulis mencoba mengambil kesimpulan sebagai berikut : 

1. Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam memberikan 

perlindungan hukum dan pemulihan terhadap korban tindak pidana 

perdagangan anak adalah : 

a. Korban diamankan terlebih dahulu dirumah perlindungan 

b. KPAI bekerja sama dengan advokat dalam memberikan 

bantuan hukum terhadap korban perdagangan anak 

c. KPAI mengupayakan tuntutan restitusi ( ganti kerugian ) 

kepada pelaku sebagai bentuk perlindungan terhadap hak-hak 

korban perdagangan anak. 

d. Pembinaan mental terhadap korban perdagangan anak. 

e. Mengusahakan apa yang diinginkan korban itu dipenuhi 

dengan batasan tertentu misalnya belajar salon, belajar 

menjahit atau bersekolah kembali. 

f. Melakukan rehabilitasi untuk memulihkan trauma korban 

perdagangan anak. 

g. Korban dikembalikan kepada keluarganya. 
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2. Hambatan Komisi Perlindungan Anak Indonesia dalam 

memberikan perlindungan hukum dan pemulihan terhadap korban 

perdagangan anak ada beberapa hal, yaitu : 

a. Tidak adanya ketegasan dan keberanian dari aparat penegak 

hukum dalam memberikan sangsi hukum pidana yang berat 

terhadap pelaku. 

b. Adanya ancaman dan intimidasi yang diperoleh KPAI dalam 

menjalankan tugasnya. 

c. Dalam hal pelaksanaan tugas KPAI dalam melakukan 

pengawasan terhadap penyelenggaraan perlindungan anak 

tidak berjalan dengan efektif, hal ini diakibatkan kurangnya 

fungsi monitoring antara KPAI dengan Departemen Tenaga 

Kerja dan Transmigrasi selaku tempat pendataan orang-orang 

yang ingin berkerja, Departement Sosial selaku tempat 

pendataan anak-anak yang terlantar serta Lembaga Swadaya 

Masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan anak 

dengan tujuan yang sama yaitu demi kepentingan terbaik 

untuk anak. 

B. Saran  

Beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai saran sehubungan dengan hasil 

penelitian adalah sebagai berikut : 

1. Berpegang pada tujuan penyelenggaraan perlindungan anak, maka 

perlindungan anak harus diarahkan pada upaya pengkondisian anak-
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anak pada dua aspek penting, yaitu; pertama, pemenuhan seluruh 

hak-hak anak tanpa terkecuali; kedua, perlindungan anak-anak dari 

perbuatan pidana terutama kekerasan dan diskriminasi. 

2. Untuk melindungi hak-hak anak khususnya korban perdagangan 

anak maka KPAI perlu melakukan fungsi monitoring dan kerjasama 

terhadap DEPNAKERTRANS selaku tempat pendataan orang-

orang yang ingin berkerja, Departement Sosial selaku tempat 

pendataan anak-anak yang terlantar serta Lembaga Swadaya 

Masyarakat yang bergerak di bidang perlindungan anak dengan 

tujuan yang sama yaitu demi kepentingan terbaik untuk anak. 

3. KPAI dan aparat penegak hukum harus berani dalam memberantas 

perdagangan anak di Indonesia. 

4. Jaksa seharusnya memasukkan tuntutan restitusi/ganti kerugian 

didalam melakukan penuntutan kepada sebagai bentuk keadilan dan 

perlindungan terhadap korban perdagangan anak.  
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